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Mengingat

KEPALA DBS A. DAUTUüGSABI
KÞCATIATAIT PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAIT DESA DAtrIUNGSARI
notfioR ()2 TAHUN 20/22

TENTANG
RÈTTeAIÍA ITÞR.}A PEilTERNTNAH DËS¿T rAHÛlf 2tÉæ'

DENGAN R.AHMAT TUTIAN YANG MAIIA ESA
KEPALA DESA DAWTINGSARI

: rL- ba"hwau¡rtukmelaksanaka¡" ketentuan pasal 49,
Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2L
Tatrun 2O2O tentang pedoman Umum
Pembangunan Desa dan pemberdayaan
Masyarakat Desa, Penggsahan Dokumen RKp Desa
dilakukan dengan penandatangan peraturan Desa
tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua
BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa Dawungsari tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2023.

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
('Lembarar+ Neg"ara Replbtrik lrrdsnesia Tahur
2OO4 Nomor 1Oa);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495).;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan
Lemba¡an Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturar:. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8
tentang Tahapan, Tatacara Pen¡rusunan,
Pengendalian da:r Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;

5. Peraturan Pemerintah Nomor +3 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa fl,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor
I23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan



Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OLg tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undnng Nomor 6 Tahun
2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor L23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
553e);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 16g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor
8 Tahun 2OL6 (Iæmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor S7);

7. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2OLT
tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60a1);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2L
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Repu.blik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 2 l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623l¡;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2OI4 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2O9tl;

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SL Tahun
2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan
Kelurahan ('Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2A371;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2}rc Nomor 1037);

12. Feraturan Menteri Dalam Negeri lriomor t 1û
Tahun 2016 tentang Bada:r Permusyawaratan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ot7 Nomor 89);

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2OlV tentang Tata Cara Pererrc:a:taffi,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangþa Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Me*eng-all Daeralr, Sc-rta Tata Cara Pe+-trbaha*
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT
Nomor f3 t2);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2ALT tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di
Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 14aa]¡,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor L8 Tahun 2O1B Tentang
Lemhage. Kemasyaraka-tan Desa Dan Lemhaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL8 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2Ol8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
61 1);

lT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z0 Tahun
2019 tentang Sisterrr Informasi pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OL9 Nomor 1114);

lS.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daeratr
Tertinggal dan Transmþasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2AL9 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIg
Nomor 12O3);

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 9O Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor Ia47l;

2o.Peratura¡. Menteri Desa, Pembangunan Daeratr
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor lB Tahun
2OL9 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 12621;

2l.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2A2O tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2I (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
r035);

22.Perat:sran Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2L Tahun
2A2O tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahtrn Wn N'omor
1633);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.AT l2O2O tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ðæ Nsmsr tæll;

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun
2O2I tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangar.,
dan Per.rgadaan Barang da*latalr Jasa Eladan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2I Nomor 2521;

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
TertinsgaL Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun
2O2I tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2L Nomor 961)



26. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2O2L tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2L
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O2I
Nomor 4[

27. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2OLg
tentang Perubahan atas Peraturan Daeral¡
Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2OL6 tentang
Rencana Pembangunare Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kendal tahun 2A16 - 2O2I
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2018 Nomor 2);

28.Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2Ol3
tentang Perubahan ata.s Peraturasr Br.Lpati Kenrdal
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Sebagran Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita
Da-erah- Kabupaten Kead.al Tahun zQtB Nonor 26
Seri E No. 15);

29.Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2OL6
tentang Perubahan atas Peraturan B-upati Kendal
Nolnor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten
Kendal {Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016Nomor 3 Seri E No. 3);

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 77 Talrlun 2OO7 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 9 Tahun 2OOT tentang Sumber
Pend.apatan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2O16Nomor 6 Seri E No. 6);

3l.Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2OL6
tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2OL6 Nomor 46 Seri E No. 41);

32.Peraturan Bupati Kendal Nomor 8O Tahun 2O16
Tentang Susr¡-na:r Organisasi d^arî. Tata KerÞ
Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8O Seri E no 47
);

33.Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2Ol7
tentang Fetur'$.uk Tel<r*is Pen5ru"sunar+ Reneanla
Pembangunan Jangka Menengah Desa,Renc€m.a
Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemtrangunan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
ZOLT Nonqr 38 I;

34.Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018
Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarka¡r
Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala
Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun
2018 Nomor 50[

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2OI9
tentang Standarisasi Biaya dalam Pen5rusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Desa diKabupaten Kendal Tahun Anggaran 2O2O
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2OI9
Nomor 76 );

36. Peratura:e Bupati Kahupaten Kendal Nomor B0
Tahun 2OI9 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2Ol7
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2OLg Nomor 81);

37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2O2O
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Talrun
Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2O2O Nornor 14);

38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2O2O
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O2O Nomor 38
);

39.Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2O2A
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
13 Tahun 2O2A tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2O2O (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O2O Nomor 13);

40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2O2A
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 72 Tahun 2.OI9 tentang Analisa
Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten KendaI Tahun Anggaran 2O2O (Ben-ta
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O2O Nomor 65);

4l.Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahur: 2O2O
Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di
Kabupaten Kendal' Tahun Anggaran 2t2t (-Berita
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2O2O Nomor 69);

42.Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahlun 2O2O
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2g7t ( tserita Daerah Kabupaten Kendal' Tahtm
2O2O Nomor 74);

43.Peraturan Desa Dawungsari Nomor 1 Tahun 2Ol7
tentang Strulrttrr Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa di desa Dawungsari (t embaran
Ðes"â Ðavrttngsari Tahun m!7 N'otrtor 1);

44.Peraturan Desa Dawungsari Nomor 3 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangar Lokal Berskala
Desa di desa Dawrrngsari (Lembaran Desa
Dawungsari TaFrtrn zøLv^ Nomor 3);

45. Peraturan Desa Nomor 7 Dawungsari tahun 2A2A
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tatrun 2020-2026; (Lembaran
Desa Dawrrngsari Tahun 2O2O Nomor );

46.Peraturan Desa Dawungsari Norq-or Tatun ãOZL
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022.



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMU SYAWAÑI*TAN DESA DAWUNGSARI

dan
KEPALA ÞESADAWUNGSART

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DESA TENTANG
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

RENCANA KERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Datam Peraturan Desa *t;åì#åaksud :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desâ, adatah
kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas
wilayah yarrg berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintal:an, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisionat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan arlalah kawasan kerja sarna antar Desa
untuk pengembangan usaha, kegiatan
kemasyarakatan, pelayanan, p€mbangunan,
pemberdaya¿¡.n masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kemalwruran masyarakat Desa.

4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan
usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keama¡lan,
dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahtera€Ln
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kernampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, hegiatan dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dirniliki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pernerintahan Ðesa, p'elaksanaan Permbangtrnan Þsa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asaL usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uru.san
pemerin'takrar* da*t kepentinga* rnasy.arakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan narna lain dibantu perangkat Desa sebagai
llnsrur penyelenggara Pemerintaha:r Desa-.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD atau yarag disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi



pemerifrtahan yang anggota:rya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

t0, Musyawarah Desa atarr yang disebut dengan nama tain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yârrg diselenggarakan oleh .BPD
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut ltiusrenbang Desa adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yarrg diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, prografir, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yafrg didanai oleh
anggararr pendapatan dan belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau anggâ-ran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten I kota.

L2. Peratura¡r Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan lrlsltr
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
peningþatan kualitas hidup manusia dan
penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

15. Pendataan Desa adalah proses penggalian,
pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data
SDGs Desa, yarrg memtrat data objektif kewilayahan
dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa
yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan
Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan
budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi penJrusunan program dan kegiatan
Pembangu:ran Desa, serta data dan informasi terkait
lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan
masyarakat Þesa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara
terpadtt dengat me#aSragtmakarr fasilitas perægk€t
lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya
manu.sia untuk disajikan menjadi informasi yang
berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan
strategis Pe+trbangunan Ðesa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah d.okumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan ta-l.aparr pencapaian
SDGs Desa sampai dengan tahun 2O3O.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selaqj.utnya disehrrt RPJM Desa arlalalr doh¡men
perenc€uîaan kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.



ll

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2Q. Daftar Us.ula:r RKP Desa adalah- Beqiabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah
Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang. berasal dari
kekaya.an asli Desa, dibeli atam diperoleh atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan
hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang
meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya,
sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang
dapat diakses, dfüembangkan, dan/atau diubah oleh
Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki
atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan,
dan dipergunakan bagr kesejahteraan bersama
masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah renc¿ula
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran.
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditra¡rsfer melalui anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembihaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan
d'an belanja daerah lrabupaten/kota setelah dikurangi
dana alokasi khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebuhrhan dan merupakan
mitra Femerintah Desa dalam mernberdayakan
masyarakat Desa.

27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yarag
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari sustrrlan asli Desa yang tumbuh dan
b'erlsembamg' atas p'ralrarsa masyarafrat Desa.

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

29. Pend'a*n6Éngan Desa adâJah u'pey& rmeninghatkar'r
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Desa, pembenftrkan dan pengembangan badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program darr. kegiatan Desa* dan
kerja sarna Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.



30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau
yarrg dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan,
mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa"
partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan
masyarakat Desa.

31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan hukum yarrg didirikan oleh
Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola
usa-ha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi
da¡ produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesarbe sarnya kesej ahteraan masyarakat Desa.

32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran. pendapatan dan belanja daerah
provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENIYTJSUNAN RKP DCSA

Pasal 2

Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
Talrun 2023' 

Pasar 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
aln¡ntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan d"engan
men¡rustrn Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungiawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5
RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khrtsus, seperti bencana alam, krisis

politik, krisis ekonomi, danlatau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerïntah Daerali KabuPaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selaqiutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran 2023.

(21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peratura:r Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaari.nya diatur
lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Peraturan Desa
diundangkan.

Pasal I
mulai berlaku pada tanggal1111

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundang¿a Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan Dawungsari
Pada 2022

Diundangkan di : Desa Dawungsari
Pada tanggal : 25 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA GSARI

LEMBARAN DESA DAWUNGSARI TAHUN 2022 NOMOR
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NåI{CAXGâII REI{CåI|A KER-'A PEMERIilîAH DESA (RITP.DESAI DESA DAWI'ITGÊIIRI
îAHUII r 2O23

DESA
KÐCAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

DAWUNGSARI
PEGANDON
KENDAL
JAWATENGAH

Pemerintahan
Dem

Ifo

Btalan8/ Joüt¡ KoSlcta¡

Itrcndütr¡g SDC¡ kc- D¡t¡ El!ûsttag
Tahua BcrJalea

Re¡can¡
1¡rget

capaten
Tehun
20,23

Lot¡rl Praldrea¡
Volu¡¡o 8a¡as¡tr/ lfadhat Weltu

Polet¡¡¡¡an

Prcllr¡an Blrya daa Sumbor
P€mbleyean

Pol¡
P€¡¡tae¡¡er¡

Blds¡g JG¡l3 Kogl¡t¡n .lrh lRpl Sunbcr

rretolola/
rwedaye/
KorJmane

Alrt¡r De¡e/
Ilottamue

PlhaL Ketlgr

a b c. i, e I a t¡ I l k I m n

1
Penyedlaan Penghasilan tetap dari
tunjangan kepala desa

SDGS Ke- 16, Perdamaian,
Keadilan, dari kelembagâan
yang t€ngguh

PenghaËila¡ tetåp
masih belum pastl
terkait tÐnggal cair
Êi.ltap

1000/.
desa

dawungsari
12 bulan +

I bulan

keeejahteraan kepala desa
& peningkatån pelqyanan

masyarakat

Janua¡i -

Deeember 2023
¿16 2OO.O0O

ADD
Keq'asama

Pihak Ketiga

2
Penyediaan Penghaeilan tetap da¡
tunjangan perangkat

SDGS Ke- 16, Pe¡damaian,
Keadilan, dan kelembagaan
yang tangguh

Penghasilan tetÂp
maeih belum paeti
terkait tar¡ggal cair
siltap

100%
deaa

dawungsarl
12 bulan +

1 bulan

kesejahteraan perangkat
desa peningkatan

pelayanan masyarakat

Janua¡i -

Deæmber 2023
223.779.6QO

ADD
Keq'asama

Pihak Ketiga

3
Penyediaan jamlnan oosial kepala
dm perangkat desa

SDGS Ke- 16, Perdamaian,
Keadilan, dan kelembagaan
yarìg tangguh

keterlambatan
pembayaran

100%
desa

dawungearl
12 bulan

peningkatan pelayman
måsyarakat

Ja¡¡ua¡i -
Desember 2023

1s.400.800

PBI{
Keq'asama

Pihak Ketiga

4

Penyediaan Operasional Pemerint¿!
Desa (ATK, honor
PKPKD,koordiriator, pelaksana
kegiatån, bendahara, listrik,
internet, serviae eleK¡onik dm
motor, ålat ruma.h tångga,
SPPD/Uâng transport , Eeragam ,

SPPD/ uang tr¡msport, makan
minum, Honortrium kebersihan,
penggali kubutr, Byeh malt dllì

SDGS Ke- 16, Perdmaian,
Keadilan, dm kelembagam
J¡ang tångguh

keterbatasm
operasional

100%
dega

rlawungsari
12 bulan peningkatan pelayanan

mâsyaf,akat
Ja¡rua¡i -

Des€mber 2023

52.249.OOO

ADD/PAD
/PBH

Swakelola

5
Perbaikan penyediaan Tunjangân
BPD

SDGS Ke- 16, Perdamaim,
Keadilan, dm kelembagaan
ymß tángguh

keterlmbat ¡
pembayman LOOo/o

desa
dawungsari

12 bularr
kesqiahteram bpd &

peningkatan pelayman
masyarakât

Jmuari -

Deæmber 2023
43.200.O00

ADD/PBH Swakelola

6 Penyediåm Operasional BPD
SDCS Ke- 16, Perdmaim,
Keadilan, dm kelembagaan
yâng ta¡gguh

keterbatasm
operasional

LOOo/o
desa

dawungsari
12 bulan

peningkåtan pelayansn
masyarakat

Janua¡i -

Desember 2023
1.7 16.800

ADD/PBH Swakelola

7
Penyediam Intensif/ Operasional
basi RT RW

SDGS Ke- 16, Perdâfnaim,
Keadilan, dm kelembagaan
ymg tångguh

keterbatæm
operasional

100o/o
deaa

dawungsâri
12 bularr

kesejahterm rt/rw
peningkatÁñ pelayanan

masyarakat

Januari -
Desember 2023

16.440.000

PAD Swakelola

8
Penyediaan Operasional Pemerintåh
Desa sumber dana desa

SÐGS Ke- 16, Perdamaim,
Keadilâ¡, dm kelembagaan
yårg tmgguh

keterbatasan
operasional

tooo/"
desa

dawungsari
12 bulan

peningkatan pelayman
ma8yarakat

Januari -
Desember 2023

23.677.OOO

DD Swakelola

I Penyediam bengkok/ tur¡jmgm
bagi kepala deea

SDGS Ke- 16, Perdamaian,
Keadilän, dan kelembagaan
yang tangguh

besarm dari lelâng
bengkok masih
rlipengaruhi musim

LOOo/o
desa

dawungaari
12 bul€m

kesejahterm kepala desa
& peningkatân pelayanm

maByarakat

Januâfi -
Desember 2023

48.000.o00

PAI' Swakelola

l.



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

D/TWUNGSARI
PEGANDON
KENDAL
JAWATENGAH

IYo

Btdang/ Jenb Kcglsts¡

Mct¡dr¡kung sDC! ke- D¡t¡ ELl.tlng
lahuo BerJalal

R€r¡cgtre
Trt¡et

Capalrl
lahun
20.23

IólÂrt Prall¡¡¡¡
Voluao Se.¡t¡a/ Uaûfeet WaLtu

Polel¡e¡ea¡

P¡¡klrean Bhye dan Suabor
PoDblay¡¡¡

Pol,¡
Pelots¡r.e¡

B¡da¡g .tc¡L Kcg¡at¡tr .tlh lRpì Sunbcr

rw¡tolol,¡/
lweday./
K.rJar¡E¡

A¡t¡r lrcrs/
¡(GrJs.år[¡

Ptha& Kctlga

c b a ¿T € r ø ,¡ I l tc I m n

10
Penyedlaan bengkok/ lunjangan
bagi perangkat desa

SDGS Ke- 16, Perdamaian,
Keadilan, dafi kelembagaan
yarig tangguh

besara¡ dtri lelang
bengkok maaih
dipengaruhí mueim

too% desa
dawungsari 12 bulan

kesejahteraan perangkat
desa peningkatan

pelayarìæ mas}'arakat

Janua¡i -
Desember 2023

96.000.000

PAD Swakelola

l1

Penyedia sa¡ana (aset tetap)
perkantoran; mebeler/ almari dan
computer/ laptop, & drone, ac,
pdnter, perlengkapan jenazah.

9DGS Ke- 16, Perdamaian,
Keadilan, dan kelembagaan
yang tangguh

minimnya AC deur
komputer

LO00/o
desa

dawungsari 2 Paket
peningkatm pelaya¡an

mâsytrakat
Januari -

Deæmber 2023
16.OOO.OO0

PBH/ DD Swalcelola

t2
PenJrusunm, Pendataan, dan
Pemutakhirm Profil DeBa (SDOS &
PRODESKEL}

SDGS Ke- 16, Perdamaim,
Keadilan, dm kelembagm
ymg tengguh

Anggarån minim 100%
deBa

damng¡Jari I paket peningkatån pelayanan
masyatakât

Janua¡i -
Desember 2023

29-300.OOO

DD Swakelola

l3 Penyelenggaram Musyawâmh Desa
SÐGS Ke- 16, Perdmaián,
Keadilan, dm kelembagam
yang tangguh

.A,genda tåhunan 100o/o
desa

dawungsari
4 kegiatan

peningkatm progrm desa
dm pelaymm masytrakat

.Janua¡i -
Desember 2023

2.

PB}{ Swakelola

t4 Penrusunan RKP Des
SDGS Ke" 16, Perdamaian,
Keadilan, dan kelembagaan
ya¡g tangguh

Agenda Þhunan 1000/0
desa

dawungoari
4 kegiatan peníngkatm progrm desa

dm pelayanm maðyarakat
Jmuri -

Desember 2023
s.000.000

DD Swakelola

15
Pengelolaan Adminisbasi/
Inventadsasi/Penilaian Aset De¡a
untuk PADes

SÐGS Ke- 16, Perdanaim,
Keadüån, dan kelembagam
yång tângguh

Agenda ühunån 1007o
desa

damngsari 1 kegiatan lelmg sewa tmah kas de8a
tâhunân

Januari -

Desember 2023
1.400.000

PAD Swakelola

16
Penyusunm APBDeS,APBDeS
perubâhm,LPJ t€pat walçtu

SDGS Ke- 16, Perdamaim,
Keadilån, dan kelembagaan
ymg tmgguh

Agendå tâhunm r00% desa
damngsari 12 bulan peningkåttr pelayrnan

masyarakat
Januari -

Desember 2023

3.OOO.OOO

PBH Swakelola

t7 eertilikasí TKD
SDGS Ke- 16, Perdamaim,
Keadilm, dan kelembagaan
yång tmgguh

Agenda tåhunm LOOo/o
desa

dawungsari 1 kegiatan sertifikasi TKD
Januari -

Desember 2023
3.OOO.OOO

PBH Swakelola

18
Adûinistrasi dan intensifikasi
pajak bumi dan bangunan

SDGS Ke- 16, Perdamaian,
Keadilan, dan kelembagaan
yang ttrgguh

Agenda tahunan 10096
desa

dawungsarl 12 bula¡ penlngkatan kesada¡an
bqvar peg'ak PBB

Januari -
Desember 2023

3.OOO.OOO

PBH Swakelola

.fomleh Por Sldelg I

operaaional/ ineentìf
terbataonya
operaelonal

desa
dawungsari

peningkatån kesejahteraân
guru & peníngkatan
kualitas pendidikan

Janua¡i -
Desember 2023

1

Desa

Ke- 4, Pendidikan I00i/o 12 bulan

630.063.¡OO

5.000.000

DD Swakelola

Bidang
Pelaksanaan

Pembangunan
Desa



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

DAWUNGSARI
PEGANDON
KENDAL
JAWATENGAH

IÍo

Btalsrs/ .lealr Kcglataa

ItrcnduLung SDGe ke-
D¡ts Eh¡tltlt¡g
lahur BedalaB

Ronctaa
Trrgot

Capalel
T¡hu¡
2029

LoLrlt PmLlfestr
Vol¡ne Sererar/ l[ttfe¡t W¡Ltu

Pêlet Ê'¡ealr

Frrllraen Blrya då¡ sr¡abor
Porablayean

PolE
Pelal¡e"¡¡a¡

Bldaûg rtonlt Kegl¡ta¡ rrlh (Rp) Eunbor

¡w¡tolola/
ewadaye/
KcrJmrnr

A¡ter Der¡/
KorJeremr

Plh¡t Kotlg¡

a b c d a r o h t l ¡c I m n

2 Penyelenggaraåñ PKD/ polindes SDGS Ke- 3, Keidupan eehat
dan sejatera

Agenda hhunân IOOVI
desa

dawungsarl
12 bulan peningkatm kesehatan

maðyarakÈt
Januari -

Desember 2023

10.000.000

DD Swakelola

3

penyelenggaraan POSYANDU Bayi'
balita & lansia (ATK, PMT,
insentif/umg trênspon kader,
perlengkapân posymdu)

SDGS Ke- 2, Tanpa kelaprm;
SDGS Ke- 3, Kehidupan sehat
den sejat€ra

Agenda tåhunan LOOV'
desa

rlawungsari
12 bulan peningkatan kesehatån

maByårakât
Januari -

Deæmber 2023

22.000.000

DD Swikelola

4
penyuluhan stunting dan
pencegahan penyakit

gDcS Ke- 2, îânpa kelaparmi
SDGS Ke- 3, Kehidupan sehat
dan sejatera

Agenda hhunan 2OQo/o
deÊa

dawungsâri
12 bulan peningkat€¡ kesehatån

maôyaral<at
Ja¡ruari -

Desember 2023

3_700.000

DD Swakelola

b
DeBa siågå dan pencegahm
stuntiûg serta operaeional KPIvf

SÐGS Ke- 2, Tânpa ke1apffæ;
SÐGS Ke- 3, Kehidupm sehåt
dan sejatera

Agenda tåhunan 20Oo/o
desa

dawungsari
12 bulan peningkatån kesehatan

masyarakat
Jariuâri -

Deeember 2023

1s.500.oo0

DD Swakelola

6

Pembmgunan jalm (rabat beton) di
rt02¡t03rt04ru01

SÐGS Ke 9, industri, inovaei
dân insfrastruktur ialm rusâk

r00% rt02rt03ru
01

panjang 205
meter

Memperlancar trasnportasi
Janua¡i -

Degember 2023

t82.676.4OO

DD Swakelola

Pembangunanjalan {¡abat beton) di
rt0lru02

SDGS Ke 9, índustri, inovasi
dan insfraatruktu¡ ialan rusak

100% rt 01 rw 02
pmjmg 105

meter
Memperlaricar trasnportâsi

Januari -
Desember 2023

4s.323.200

DD Swakelola

I
Pembangunm jalan (rabat beton) di
rr 02 rf 03 rt 04 rw 01

SÐGS Ke 9, industri, inova¡i
dan insfrNtruldur ialm rusak

1009/o
rt 02 rt 03 rt

04 rw 02
182x3,2x0,1

5 met€r
Memperlancar trasnportasi

Ja¡ruari -
Deeember 2023

I I 3.342_O00

BKK/ DD Swakelola

9

Pembanguna¡l jalan (rabat beton) dl
rt 02 rt 03 rt 04 rç 02

SDGS Ke 9, lndustrl, inovaei
dan insfrast¡uli:tur ialan rusak

LOOo/o
rt 02 rt 03 rt

04 rw 02
187x3,9x0, I

5 meter Mcmperlanca.r trasnportåsi
Januari -

Deæmber 2023

140.255.600

BKK/ DD Swakelola

2



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

DAWUNC}SARI
PEGANDON
KENDAL
JAWATENGAH

I{o

Blderg/ Jotrts ltcgtct¿¡

Itroadulung SDGr ke-
D¡ts Ellbttlg
lrhuû Bêfj¡ler

Ro¡Ge¡a
lergot

Cepalaa
T¡hu¡
20.29

IákÂ.t Pr¡tlra¡û
Volumo Samran/ Meûfsat Weltu

Polal¡ar¡e¡¡

Prallfaatr Bl¡ye drn Sunbor
Pornblayean

Pola
Pelal¡anaa¡,

Btdaûg Jonlr Keglataa rllh (Rp) Suaber

¡w¡tolol¡/
rwadaye/
KorJamrna

A¡t¡r De.a/
KcrJerrtar

Plhet Kêtlga

d b ê cl € î t h I I ¡c I m n

10

Pembmgunm jalm (rabât betonl di
rt0lm02

SDGS Ke 9, industri, inovasi
dm inÉfrætrulctu¡ ialm rusak

100% rt 01 rw 02 207x3,1x0,1
2 meter

Memperlancar trasnportâqi
Januari -

Desember 2023

106.594,000

BKK/ DD Swakelola

ll Peningkatan jaian pemukiman
(senderan dan urugjalari) di rt I ru
I

SDGS Ke 9, industri, inovasi
dan insfrB,struktur ialan rusak

l00o/o rtlru1 pü\iang 101
meter

Memperlânctr trasnportasi
Januari -

Desember 2023

103.126.000

DD Swakelola

12

Pembmmnm draenaee rf.I rw 2
SDGS Ke 9, industri, inovasi
dm insfrastruldur draenase belum ada

100% rt1ru2 panjang 20
meter memperlancor air

Jariuail -
Desember 2023

54.417-OOO

DD Swakelola

13
Pembmsunm iembatan di RW 1

SDGS Ke 9, industri, inovasi
dm insfrætrul(tul

jembatan sudah tidak
layak

LO00/o m1 1 unit
Mempedanca¡ trarEportåBi,

penghubung, mencegah
sunqai meluao

Januari -
Desember 2023 200.000.000

BANI'ROV Swakelola

t4 peningkatan jalm pettânian
(urugån) dm senderan/ draenæe/
gorong-gorong pert¡¡im dewi
shinto/ teÂal arum

SDGS Ke 9, industri, inovasi
dân insfrætruLtu

minimnya ketahanan
Dmcm

lOOo/o
tegal arum/
dewi shinto

I paket program ketahanan pangân Januari -

Desember 2023

100.000.000

DD Swakelola

t5 Pembangunan senderan/ talud
íalan sanq buntu ru 1 tesal amm

SDGS Ke 9, industri, ínovasi
dan insfrastrulirtur

Jalan pertanlân tidak
layak

tooô/"
tegål arum/
dewi shinto

panjang
174 meter

Memperlancâr trasnpor¿åsi
Januari -

Desember 2023 200.000.000
BANPROV Swakelola

16

P€mbuatan da¡ Pengelolm
Jaringan/ lnstalasi intemet,
Komunikasi dm tnformaei Lokal
Desa & Intemet Deu

SDOS Ke- 4, Pendidikan
berkuâlitås; SDCS Ke 9,
industri, lnovasi dm
insfrastruktur; SDCS Ke- 10,
menmranqi keseniancen

,tringan intemet
sangat lmbat LOOo/o

desa
dawungsæi

12 bulan peningkåttr pelayman
masyåråkat

Januari -
Desember 2023

10.800.ooo

DD
Kerjaoama

Pihak Ketiga

r7
Penerâncm ialm tr 03

SDGS Ke 9, industri, inovasi
da¡¡ insfrastruldur

kurmgnyâ
ÞenerãnÂan

LOOo/o ru3 62 paket Memperlancar tragnportåsi
Januari -

Deeember 2O23 100.ooo.ooo
BKK Swakelola

18
Dukungan Pelaksâfiaan Program
Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak
Layak Huni/ BSPS

SDGS Ke- 6, Air bersih dân
ôanitast layak; SDGS Ke- 10,
Berkurangnya kesenJangan

rumah tidak layak
hunl mæih ada

100%
desa

damngsari 1 unit peningkatan rumah layak
huni

Januari -
Desember 2023

10.000.000

DD
swakelola/

ewadaya



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

3.

Kemasyarakatan
Desa

DAWUNGSARI
PEGANDON
KENDAL
JAWATENGAH

dm peningkattr
operasional, ATK, seragm, makan

Ifo

Btal¡ng/ JGnb l(ßgiatå¡

Merdukr¡ng EDGr Le-
D¡ta Ehrbtlt¡g
Tehur BerJ¡la¡

Retrc¿aa
Trrgot

cepetaa
T¡hul
202í3

I.&esl Praklr¡¡¡
Volumo Sesarao/ llttafset W¡Ltu

Polat¡¡¡aan

Prr&lraan Blyr d¡tr gr¡Ebor
Pemblayean

Pole
Polatre¡aan

Bfda¡g J.nb Kcgl¡tan .tlh (Rpl 9¡nbor

aw.tolol,¡/
rwadayr/
KcrJerena

Artrs Dê¡¡/
KorJmamr

Plhe& Ketlga

4 b Ci d a f d h 7 l F I m n

l9
Pembangunan jalan, draenase,
iembats-r¡ di RW 1 eumber dtri
bmtuan apbn SDGS Ke 9, industri, inovasi

dan insfrætruktur
ialan, jembatm
sudah tidak lavak

1007o rwl 1 paket Memperlancâr trasnportasi
Januari -

Deeember 2023
APBN

swakelola/
Kerjasama

Pihak Ketiga

.tu¡¡rl¡b Pcr Bld¡û8 2 L.422,7l,Á.600

I

Koordinasi Pembinaan
Keamânan, Ketertiban &
Perlindungan Masy, Skala Lokal
Desa serta penambhâna
operaBional/ seragam/ insentif
li¡rmas

SDGS Ke- 16, Perdamaian,
Keadilan, dan kelembagaan
yang tangguh

Minimnya
operasional linnas 1000,,o

desa
dawungoarl

12 bular¡
peningkatar keamanan dân

ketertiban
Januari -

Desember 2023
1.275.000 PBH Swakelola

2
Penyelenggaran Festival Kesenlan,
hari besar naeional,
Adat/ Kebudayean, dan Kegamaarr

SDGS Ke- i6, Perdamaian,
Keadila¡r, dan kelembagaan
ymg tangguh

Agenda tahunan 1007o
desa

dawungsari 3 kegiatan
perlngatan hari besar/

budaya, naeioanl
Januari -

Desember 2023
4.700.000 PBH Swakelola

3

Pembmgunm Suana dan
Prasårmå Kepemudaan & Olahraga
(pembmgunan lapangan/ gedung
oJ.ahraga/pengadâm Bârpras
ol,ahraga/pembangu¡ân lapan8an
olahraga btru) SDGS Ke 9, induetri, inovasi

dm insfrsstruktul

Lapangan sering
kebmjiran

100%
lapmgan

sepak bola
I unit peningkaten lapângm dân

ikon desa
Januari -

Desember 2023
399.375.000 PBP/ DD Swakelola

4
Pemblnaan Karmgtaruna/ Klub
Kepemudaan/Olahraga Tingkat
DcM

gDGS Ke- 4, Pendidikan
berkualitas

Terbatasnya
operasional

1000/"
desa

dawungeari
12 bulan

peningkataJì klib olahraga
dan kepemudaari

Janua¡i -

Desember 2023
4.300.000 PBH Swakelola

5
pembinaan dan peningkatan
operasional, ATK, seragâm, makm
minum & trånsport pkk

SDGS Ke- 5, Kesetaraan
gender

terbatasnya
operasional

r009ô
desa

dawungaæi
12 bulan kelmcum program pkk Januari -

Desember 2023
15.000.000 DD Swakelola

6
pembinm dân peningkåtån
operasionåI, ATK, õeragam, makari
minum & trmsport lkmd/lpmd

SDGS Ke- 16, Perdåmaim,
Keadilan, dm kelembagaan
yâng t¿ngguh

terbåtâsnya
operasional

1007o
desa

dawungsari 12 bula¡r
kelamcarm progrm

lkmd/lpmd
Janua¡i -

Desember 2023
1.000.000 PT]H Swakelola

7
SDGS Ke- 16, Perdamaian,
Keadilan, dan kelembagaan
yâng tângguh

100%
Januari -

Desember 2023
s.000.000 PBP Swakeloladesa

& trmspo¡t kpmd
dawungeari

12 bula¡r kelancarm progrm kpmd



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

DAWUNGSARI
PEGANDON
KÐNDAL
.JAWATENGAH

I{o

Btda¡g/ rf enlr Keglrtan

Dfct¡duku¡g gDcs ke- Data Ekrlstlng
Tabun BerJalan

Ret¡car¡e
Target

Capålsn
Tahun
2023

Loke¡l Prsl¡trse¡
Voluoo Se8araü/ Mrnfaat Wahu

Pelåkãenee¡

PraHrsan Bl¡yc de¡ Sumbor
Pemblayaan

Pola
PelaksaBean

BldanS .tot¡ls K€glata¡ rlth fRpl Eumber

ewakolola/
ewadaya/
K€rJæctüa

A¡ta¡ Dcca/
Ke{eraaa

Plhek Ket¡ga

d b c. d. e I ø h I l ft T m n

rluuleh Pcr Bldaa¡ 3 430.650.OOO

4

Pemberdayaan
Masyarakat Desa

1 Kegiatan Kelompok wanita tmi
SDGS Ke- 12, KonÊumsi dm
produksi yang bertanggung
jawab

Ketahanan pangan 100"ó
desa

damngsari I paket peniîgkatan ekonomi warga Janua¡i -
Desember 2023

5000000

DD Swaftelola

2
Pengadm bantuan bibit padi/
pupuk/ pakan hewan/ hewan

SDGS Ke- 12, Konsumsi dan
produksi yang berta¡ggung
lawab

Ketahanæ pangan 10096
desa

dawungsari I paket peningkatâñ ekonomi warga Janua¡i -

Desember 2023
35000000

DD Swakelola

3

alat peningkatan produksi
peternakm (mesin pembuat
pakan/ pelet apung extruder dan
mesin oven pelet

SDQS Ke- 12, Konaumsi dan
produkei yang bertanggung
jawab

I(etahanm pmgm lOO9/o
desa

dawungsui I paket peningkatan ekonomi warga
Jmuri -

Desember 2023
60000000

DD Swakelola

4

Pembangunan dan pemeliharaan
pintu air salurm irig¡asi/
draenase/ talud pertånian/ Corong.
gorcng dan susuk uangm/
nomåliBæl

SÐGS Ke- 12, Konsumsi dm
produksi yang bertÐggung
iawab

I(etahanan pangan IOOo/o
tegal erum/
dewi shinto I paket peningkatan ekonomi warga Januari -

Desember 2023

7800000

DD Swakelola

5
Peningkatan Kapasitås Kepalâ Desa
Peningkatm Kapatitas Permgkat
Desa

SDGS Ke- 16, Pcrdmâim,
Keadilm, dm kelembagm
yang tangguh

Masih kurangnyâ
pengetåhum 100%

desa
dawungsari

1 paket peningkâttr kapasitås
pemdes

Januari -
Desember 2023

I 4ÕOOOOO

PBH Swal<elola

6 Peningkatan Kapasitas BPD
SDGS Ke- 16, Perdmaim,
Keadilm, dm kelembagm
ymg tångguh

Masih kuralgnya
pengetâhuan 100%

desa
dawungsari

3 paket peningkatan kapâsitas
Þemdes

Januari -
Desember 2023

3500000

PBH Swakelola

7
pelatihan dm pemberdaym
pemuda/ perenrpum

SDGS Ke- 1, Ta¡pa
kemiskinm; SDGS Ke- I,
Pekeqm låyâk dm
pertumbuhm ekonomi

Warga banyak ymg
lnengãì.ggur 10096

dem
dawungsari

10 Orang
peningkatm ketrmpilm

wtrga
Ja¡uari -

Desember 2023
15.000.000 DD Swakelola

8
Pembmgunm,/ rehàb kios desa/
gerai umkm

SDGS Ke- 1,'lanpa
kemiskìnmi SDGS Ke- I,
PekeqaÂn layak dm
pertumbuhân ekonomi

Wtrga bmyâkymg
menga¡rg8ur

10002ô
desa

dawungsari
1 unit peningkatm ketrmpila¡

wtrgå
.lanuari -

Desember 2023
145.819.000 PBK/ DD Swa-kelola

9
Penyertm m0då1 BUIVIDES/
BUMDESMA

SDGS Ke- 1, Tmpa
kemiskinm; SDGS Ke- 8,
Pekerjm layak dm
pertumbuhm ekonomi

BUMDÞS belum
berjalan dan PAD
sedikit

1009'0
desa

dawungsari
12 bula¡ peningkatan PAD

Januari -
Desembe¡ 2023

50.000.000 DD Swakelola

Junl¡h Pcr Btdang 4 336.rr9.OOO



DESA
KECAMATAN
K/\BUPATEN
PROVINSI

DAWUNGSARI
PEGANDON
KENDAL
JAWATENGAH

[Ío

Bfdang/ Jo¡tr Kogi¡ta¡

tcadululg glxls ke-
D¡ts Et lstlr¡g
îrhur Bedslaû

Ror¡csna
T¡tgst

C.pal¡¡
T¡hu¡
2023

IÐtaât Pr¡klrs¡n
Volunc Eaearan/ ltreaf¡st Waltu

Polal¡¡¡eea

Prallrâe! Blsya d¡¡ Suabor
PeEbleysen

Pols
Pelat¡¡¡aan

Btdc!8 .rcnl3 Kaglat¡¡ .fih (Rp) Sqnbor

rw¡tolol,¡/
¡weday¡/
KorJ.¡¡E¡

Aattr D€r8/
Il€d¡s¡r¡¡

Plha& Ketlga

a b c. d a r o h I I k I m n

5

Bidang
Penanggulangan
Bencana / Tak

terduga

1 Penanggulangan Bencaria
SDCS Ke- l, Tanpa
kemislcinan; SDGS Ke- 2,
Tanpa kelaparan

Terjadi bencana
alam dan non alam

lOOo/o
desa

dawungsari
1 Tahun Antisipasi Bencana Alan¡ Jar¡uari -

Desember 2023
22.700.O0O DD/ PBH Swakelola

2 Keadaan Darurat
SDGS Ke- l, Tanpa
kemislciûan; SDGS Ke- 2,
Tanpa kelaparan

Terjadi bencana
ala:¡ dan non alam

1000,ó
deså

dawungsari
I Tahun Antisipasi Keadaan

Darurat
Janua¡i -

Desember 2023
1.000.000 DD Swakelola

3
Keadaan Mendesak/ EILT DANA
DESA

SDCS Ke- l, Tanpa
kemiskinan; SDGS Ke- 2,
Tanpa kelaparan

Terjadi bencana
alm dm non alam

tooo/o
desa

dawungsari
1 Tahun Antisipasi Keadaa¡r

Mendesk
Januari -

Deæmber 2023
r44.O00.000 DD Swakelola

JUELh Pcr Bld¡!¡ ú 167.7ü).(xrc

JT'[I,AS TOÎAL 2.967,!1l'6,Al,0
P^Dl DDI

^DDl 
ÆEl

PB"l Bßß,1
APAT|

Kepala

Disusun

Ketua Tim

c)
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